
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANC 
NOMOR ,_"tTAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDU!(AN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FLINGS! SERTA TATA 
KERJA DIN/\S PEMBERDAYAAN Mi\SYARAKA.T DAN DESA ' 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PfNRANG, 

bahwa Kedudukan, Suaunan Organiaaai, T'ugaa dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja Oinas Pemberdayaan Maayarakat dan Desa 
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
57 tentang Keduduka.n, Susunan Organisa.si, Togas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa; 

b. bahwa Peraturan Bupati aebagaimana dimakaud dalam 
huruf a, audah tidak sesuai lagi dengan perkemba.ngan 
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelenggaraan tugaa dan fungsi Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Deaa, sehingga perlu 
diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dtmaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Suaunan Organiaaai, T'ugaa 
F'ungai dan Uraian Togas serta Tata Terja Dinaa 
Pemberdayaan Maayarakat dan Desa. 

Menimbang: : a. 
' 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peratura.n Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik lndcneera Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Ataa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Nomor 5494); 

j 

BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANC 
NOMOR ,_"tTAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDU!(AN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FLINGS! SERTA TATA 
KERJA DIN/\S PEMBERDAYAAN Mi\SYARAKA.T DAN DESA ' 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PfNRANG, 

bahwa Kedudukan, Suaunan Organiaaai, T'ugaa dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja Oinas Pemberdayaan Maayarakat dan Desa 
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
57 tentang Keduduka.n, Susunan Organisa.si, Togas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa; 

b. bahwa Peraturan Bupati aebagaimana dimakaud dalam 
huruf a, audah tidak sesuai lagi dengan perkemba.ngan 
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelenggaraan tugaa dan fungsi Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Deaa, sehingga perlu 
diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dtmaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Suaunan Organiaaai, T'ugaa 
F'ungai dan Uraian Togas serta Tata Terja Dinaa 
Pemberdayaan Maayarakat dan Desa. 

Menimbang: : a. 
' 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peratura.n Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik lndcneera Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Ataa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Nomor 5494); 

j 



. 2. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), aebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembe.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), seba.gaimana tclah 
drubah bebcrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebaga.imana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tcntang Penibahan At.as Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Pera.turan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2017 tcntang 
Manajcmcn Pegawai Ncgcri Sipil (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tcntang Perubahan at.as Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajcmen 
Pegawai Ncgeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembara.n Negara 
Rcpub\ik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokraai Nomor 7 Tahun 2022 tcntang Sistcm 
Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Bcnta Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181}; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tcntang Pembentukan clan Susunan Pcrangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2020 Nomor 6). 

MEMUnJSKAN : 

' Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
I OROANISASI, TUOAS FUNOSJ DAN URAIAN nJOAS SERTA 

TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN \ 
DESA. 1 

. 2. 
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BAB I 
KETENnJAN UMUM 

i Pasal 1 
Dalrun Peraturan Bupati Im yang dimaksud dengan: 
I. Daerat! adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupadlada.lah Bupati Pinrang. 
3. SekrctLis Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. PeratufllD Bupati adalah Peraturan Bupad Pinrang. 
5. Dinas i9-dalah Dinas Pemberdayaan Maeyarakat dan Desa Kabupaten 

Pinran . 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Maayarakat dan Desa 

Kabu ten Pinrang. 
7. Pejaba Pembina Kepegawaian yang sclanjutnya disingkat PPK adalah 

pcjaba yang mempunyai kewenangan menetapkan pcngangkatan, 
pcmin ahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Stpil Negara dan 
pcmb" manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pcmerintah 
aesuai dengan ketentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

8. Pejat>aj Pembina Kepegawaian yang sclanjutnya disingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparat�r Sipil Negara. adalah istilah kelompok profesi bagi pegawai­ 
pegawttf yang bckerja pada lnstansi Pemcrintah baik di tingkat Pusat 

=upt Dacrah. 
IO. Pcjaba. yang Bcrwcnang yang selanjutnya disingkal PyB adalah pejabat 

yang cmpunyai kewcnangan mclaksanakan proses pengangkatan, 
pemin ahan, dan pembcrhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 
dcngad kctcntuan pcraturan perundang-undangan. 

I I. Kclom k Jabatan F'ungsional sdalah kclompok jabatan yang bcrisi 
fungsi dan tugas berkaitan dcngan pclayanan fungsional yang 
bcrda kan pa.da keahlian dan kcterampilan tertentu. 

12. Togas dalah lkhtisar dari keselurnhan tu gas jabatan 
13. F'ungsi adalah pckcrjaan yang mcrnpakan pcnjabaran dari tugas pokok. 
14. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan ataa semua rugaa 

jabata yang mcrnpakan upaya pokok yang dila.kukan pemcgang 
jaba 

BAB II 
KEDUDUKAN 

I Pasal 2 
Dtnas se�mana dmiaksud dalarn Pasal 1 angka 5, drptmpin oleh Kcpala 
Dinaa yang� bcrada di bawah dan bertanggung jawab kcpada Bupati mclalui 
Sekttta.ria pacrah. 

I 
i BAB Ill 

SUSUNAN ORGANISASI 

I •• .., 3 
(I) Susunan Organisasi Dinas terdiri at.as: 

a. KedaJa Dina.a; 
b. S<T:

1 

uui.at terdiri ataa : 
l. ubbagian Progxam dan Keuangan;dan 
2. ubbagian Umum, Kepcgawaian dan Hukum. 

c, Bidjmg Bina Pemerintahan Oesa; 
d. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat; \ 
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• 4 • 
' ' e. Bic\ang Pcmbanguoan Sumbcr Daya Alam dan Usaha Ekonomi 

De ; dan 
f. Ke\ mpok Jabatan Fungsional dan Pelaksa.na. 

(2) Bagan truktur Organisasi Dinaa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
m pada \ampiran yang merupakan bagtan yang bdak 

terpi kan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TIJGAS 

Bagian Kesatu 
Kepa.la Dinas 

I Pasal 4 
(IJ Kepala[ Dinaa mempunyai tugas membantu Bupati menye\enggarakan 

uroimerintahan di brdeng Pemberdayaan Maayarakat dan Dcsa 
yang njadi kewenangan Daerah dan tuga.a pembantuan yang 
diser kan oleh Bupati kepadanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakaud pads ayat {l), 
Kepala Dina., menyelenggarakan fungm: 
a. pe musan kcbijakan urusa.n pemerintahan bidang Pemberdayaan 

Ma arakat dan Desa; 
b. pel sanaa.n kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan 

Ma arakat dan Desa; 
c. peltsanaan monitoring dan evaluasi eerta pelaporan urusan 

pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan De!IR; 
d. poisanaan Adminisuaai Dinaa;dan 
e. pen elenggaraan rungsi lain yang diberikan oleh pimpinan scauai 

tu s dan fungsinya. 
{3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 

mclipu l: 
a. me yusun rencana kcgiatan dinas sebagai pcdoman dalam 

pe sanaan tugaa; 
b. distribusikan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. tau, mcngawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

ngan Dmas untuk mengeta.hui perkembangan pelaksanaan 
,; 

d. me yusun rancangan, mcngoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah d1nas; 

e. mctlgilruti rapat-rapat scsuai bidang tugasnya; 
f. me�muskan dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana 

Ket Program/Kcgiatan dan Rcncana Kcrja Anggaran Dinas; 
g. ;e 1 ;;:.;'811 kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat 

h. 
mjgoon:lin1r 

penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dalam 
lin p Dinas; 

1. me kan koon:linaai dan konsultasi Kementerian, Pemerintah 
Proyinsi dan Satuan Kcrja Perangkat Dacrah unit kcrja tcrkait 
dalfD1 rangka kelancaran tugas; 

J· me?ctapkan Standar Pclayanan dalam lingkup Dinas; 
k. mcrbina pelaksanaan Sistcm pcngcndalian Intern Pemerintah 

!inf up Dina a; 
). me goordinir Pcnyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemcrintah t Di s· ' ' 
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. 5. 

Bagian Kedua 
Sckretariat 

m. melakukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional 
ur dalaJn lingkup Dina.a; 

n. lengp.rakan monitoring, eva1uaSl dan pengawasan 
enggaraan kebijakan teknie di bidang Bina Pemenntahan 

D�, Kelemhagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, dan 
Pefbangunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa; 

o. m nyelenggantkan koordinasi dan konsu\taai dengan lembaga 
pc erintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
uruean pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

p. m'rilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara scsuai ketentuan 
turan Per Undang·undangan; 

q. yus':ln Japoran has!l pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
benkan saran pertlmbangan kepada Atasan sebagai bahan 

pe musan kebijakan; dan 
r. m�yelenggarak.an tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sefai dengan bidang tugrumya. 

I 
I 
i 

Pasa.1 5 
(IJ Selac · t dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tuga1 membantu 

Kepal Dinas dalarn melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan 
pelay teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, 
umum kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinu. 

(2) Untu�1�claksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat fl), 
Sekre':t' !• mcnyelcnggarakan fungsi : 
a. pe�rdinasian pelaksanaan tugas dalaJn lingkup Dinas; 
b. �rrdinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup 
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1. mTgoon:linasi� pclak� �cgia� d�am. Iingkungan Dinas 
scryingga terwujud koordma111, ainkromaaSl de..n mtegraai 
pe�sanaan kegiatan; 

j. me goordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, 
pe gendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaponm kc angan Dinas; 

k. me goordinaS1kan dan melaksanakan pclayanan administrasi 
u m, kepegawaian dan hukum; 

I. me rdinaaikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; 
rn. me goordinasikan dan melaksanakan umsan rumah tangga Dinas; 
n. me yelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi 

ke angan; 
o. me sanakan dan mengoordinaaikan administra1i pengadaan, 

pe�elihantan dan penghapusan barang; 
p. me?.goordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan 

ta ksana; 
q. me yusun dan melaksanakan Standar Pelayanan dalam lmgkup Din a; 
r. me goordinasikan Pelaksanaa.n Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Ref nnasi B1rokrasi dalarn Ungkup Dinas; 
s. me sanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola lnfonnasi dan 

Do umentaai Dinas; 
L yusun laporan hasil pelaksanaan Sistem Pcngendalian Intern 

erintah dalam lingkup Dinas; 
u. yusun Standar Operasional Pro3edur sesuai uraian tugas dan 

ukan evaluasi Standar Operasional Prosedur da1am lingkup 
Din s; 

v. me yelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
pen elenggaraan kebijakan teknis di bidang Bina Pemerintahan 
De Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, dan 
Pe bangunan Sumber Daya Alam dan Uisaha Ekonomi Dcsa; 

w. me elenggarakan koordinasi dan konsultas1 dengan lembaga 
pellfrintah dan non pemerintah dalam rangk.a penyelenggaraan 
uruF. pemerintaha.n bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

x. merfilai kinerja Pegawai Aparatur Sipi\ Negara sesuai ketentuan 
Pe 1turan Per Undang-undangan; 

y. sun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepa]a Dina, dan 
berikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
musan kebijakan; dan 

z. mel sanakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atasan 
sea ai dengan bidang tugasnya. 

Parag,a!l 
Subbagian Program clan Keuangan 

Pa,aJ6 
(1) Subba an Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian 

Pro dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 
pulkan bah.an dan mclakukan penyusunan program, pcnyajian 
infonnasi, serta penyusunan Iaporan. 

(2) ugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebe.gaimana 
dimaka dpe.daayat(I),meliputi: 
a. men uaun rencana kcgiatan Subbagian Program dan Keuangan 

eeba · pedoman dalam pelaksanaan tugas; t b. mendiaUibusikan dan membcri pctunjuk pclaksanaan tugas; 
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tau, mengawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
ungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

d. yusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
datangani naskah dinas; 

e. gikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. m bantu Sekretaria merumuakan Rencana Strategis dan Rencana 

Ke le Oinas; 
g. me yusun dan membuat dokumcn Laporan Kinerja lnstansi 

Pe erintah lingkup Dinas; 
h. me goordinasikan, menyiapkan bahan data dan infonnasi program 

d&q melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 
i. �epyiapkan bahan dan melakukan pcmantauan dan eva1uasi 

kin 'a; 
j. me gumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian kinerja 

Di as; 
k. mpulkan bahan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan 

dalam ling.kup Dlnas; 
I. bantu Sekretaris menyiapkan bahan, menyusun dan 

muskan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan 
lingkup Dinas, 

m. me gumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana 
ke utuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
ren na proyeksi pendapatan sebagai bahan penyuaunan anggaran 

as; 
n. me ukan verifikaili kelengkapan administrasi penatausahaan 

ke angan Dinas; 
c. me�goordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan 

pe�erimaan keuangan dalam lingkup Dinas; 
p. me yiapkan bahan dan menyusun Japoran keuangan dalam lingkup 

Di s; 
q. yusun realisa.si perhitungan anggaran dalam lingkup Dinas; 
r. gevaluasi pelaksanaan tugas bendahara.wan da.Jam lingkup 

s. gumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 
ran basil pemeriksaan keuangan dalam lingk:up Dinas; 

t. me yusun laporan basil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan 
Ke angan dan memberikan saran pertimbangan kepada ata.san 
se · bahan perumusan kebijakan; 

u. yusun Standar Operasronal Prosedur aesuai rincian tugas dan 
kan evaluasi Standar Opera.sional Prosedur; 

v. sanakan monitoring, evsluas, dan pengawa.san 
pe elenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Program dan 
Ke angan; 

w. me yusun laporan basil monitoring, evaluasi dan pengewaean 
pe elenggaraan kebijakan teknis dr bidang Subbagian Program dan 
Ke angan; 

x. meirJcsanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pe�erintah dan non pemerintah daJam rangka. penyelenggaraan 
u san pemerintahan bidang Pemberdayaan Maayarakat dan Desa 

y. me ilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Pe turan Per Undang-undangan; 

z. me yusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
me berikan saran pert:imbangan kepada Ataaan aebagai bahanl pe musan kcbijakan; dan 
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aa. laksanakan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
sc uai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf2 
Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum 

Pa..i 7 
(IJ Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Umum, Kepcgawaian, dan Hukum mempunyai tugas 
tu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
ketatausahaan, administraei pengadaan, pemeliharun dan 

pengh pusan bara.ng, urusan rumah tangga aert.a mengelola 
1trasi kepegawaian dan hukum. 

(2) tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
ee a dimaksud pada ayat fl), meliputi: 
a. yuaun rcncana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

um scbagai pedornan dalam pelakaanaan tugaa; 
b. distribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

tau, mengawasi dan mengevaluui pelaksanaan tugas dalam 
ungan Th.nae untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

d. me yusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
me andatangani naakah dinaa; 

e. me gikuti rapat-rapat scsuai bidang tugaanya; 
f. me sanakan dan mengeveluaei Pelaksanaan Survey Kepuasan 

Ma yarakat lingkup Dinas; 
g. me bantu Sekretaria Menyuaun dan membuat Laporan Analisis 

Ja tan, Analiaia Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Dinas; 
h. me distribusikan dan memberi petunjuk pelakeanaan tugu 

ee · gga berjalan lancar; 
1. tau, mengawasi dan mengcvaluaai pelaksanaan tugas dalam 

ungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk 
getahui perkembangan pelakaanaan tugas; 

J· yusun rancangan, mt:ngoreksi, memaraf dan/atau 
andatangani naskah dinas; 

k. ukan pengklasiflkasian aurat menurutjenisnya; 
I. ukan administrasi dan pendistribusian naaka.h dinaa masuk 

keluar; 
kan pengelolaan arsip naskah dinas; 

n. yiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 
istribusian, pemeliharaan, inventarisssi dan penghapusan 
g; 

o. yiapkan bahan dan menyusun daftar inventarissai barang eerta 
yuaun laporan barang inventaris; 

p. me kan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan 
san rumah tangg.a. Dinas; 

q. goordinaaikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
ajian data dan infonnaai serta fasilitasi pelayanan infonnaai; 

r. persiapkan dan mengoordinasikan pclaksanaan rapat dinas, 
u cara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; 

s. me yiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi 
Pe u.naan Siatem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Jingkup 
Din a; 

L me goordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan � 
pe anan dinas pegawai; I 
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u. m��iapkan bahan, mcngoordinasikan dan memfasilitaai kegiatan 

or isaai dan tatalaka.ana; 
v. me yiapkan bahan dan mcngelola administrui kepegawaian dalam 

!in p Dinas; 
yusun rencana kebutuhan pengembangan aumber daya 
usia lingkup Dinas: 

x. yiapkan bahan perumusan kcbijakan pembinaan, peningkatan 
petenai, disiplin dan ke&ejahteraan Aparatur Sipil Negara d-1.am 
up Dinas; 

y. yiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informa.si 
gawaian; 

z. yiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi 
usunan produk hukum di lingkunaan Dinas; 

gumpulkan bahan, mengoordinuikan dan menindaklanjuti 
ran basil pemeriksaan dalarn lingkup Dinas; 
yusun laporan basil pelakMnaan tugas Subbagian Umum, 

waian, dan Hukum, serta membenkan saran pert.Jmbangan 
da atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

cc. me yusun stsndar operasional proeedur sesuai rincian tugas da.lam 
meIF.ukan evaluasi Standar Opera.sional Prosedur; 

dd. me sanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
pen lenggara.s.n kebijakan teknis di bidang Subbagian Umum, 
Ke gawaian dan Hukum; 

ee. me yusun laporan basil monitoring, evaluasi dan pengawasan 
pe elenggaraan kebijakan teknis di bidang Subhagian Umum, 
Ke gawtuan dan Hukum, 

tr. me I akan koordinasi dan konsultasi dengan lembe.ga 
pe erintah dan non pemerintah dalam rangka penyelcnggaraan 
uru pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa 

gg ilai kinerja Pegawai Aparatur Srpil Negara !leSllai ketentuan 
turan Per Undang-undangan; 
yusun laporan basil pel.aksanaan tugas Kcpala Dmas dan 
berikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
musan kcbijakan; dan 

11. sanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sea ai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Bina Pemerintahan Desa 

Paul 8 
( 11 Bidang Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepa.la Bidang Bina 
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dan/atau 

pembinaan, 
pelaporan 

memaraf 

n:linasikan dan melakeanakan faai!itaai, pembinaan, 
wasan, eupervtei, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan pada Seksi Bina Kcuangan dan Aact Desa; 
inasikan dan mclaksanakan fasilitasi, pembinaan, 

:��=;sa.n, 1upervis1, monitoring, cve.luas,i dan pelaporan 
.._ aan kerukunan dan kctenteraman desa; 

n:linaaikan dan mclaksanakan fasilitaai, pcmbinaan, 
wasan, eupervrsr, monitonng, cvaluasi dan pelaporan 
aanaan pelayanan Kcaehatan dan Pcndidikan Dcaa; 

rdinaaikan dan mclaksanakan fasilitasi, pcmbinaan, 
wasan, eupervret, monitoring, cvaluaai dan pelaporan 

eanaan bimbingan teknis pada Bidang Bina Pcmerintahan 

d. 
,; 
uaun rancangan, mengorekai, 

datangani na.akah dinas; 
c. me gikuti rapat-rapat seauai bidang tugaanya; 
f. me elenggarakan perumuaan kebijakan di Bidang Bina 

Pe�rintahan Dcaa; 
g. mCfl800rdinasikan dan melakaanakan perumuaan pedoman, norma, 

s�dar, proaedur, dan kriteria skala kabupaten di Bidang Bina 
Pcmrnntahan Dcsa; 

h. men rdinasikan dan melakaanakan fasilitaai, 
wasan, supervis1, monitoring, evaluasi clan 
sanaan kegiatan pada Seksi Pcnataan Desa; 

rdinasikan dan melakaanakan fasilitasi, pembinaan, 
wa.san, supervtsr, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
aanaan kegiatan pada Seksi Bina Kclembagaan Pcmerintahan 

,. 

j. 

k. men 
pen 
pol 

I. 

tugas Kepala Bidang Bina Pcmerintahan Desa scbagaimana 
d pada a,yat i I), meliputi: 

a. me yuaun rencana kegiatan Bidang Bina Pcmerintahan Desa sebagai 
ped man daiaJn pelakeanaan tugas; 

b. distribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. tau, mengawas, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

ngan Dinas untuk mengetahui perkcmbangan pe\aksanaan 

n. men usun laporan hasil pelakaanaan tugaa Bidang Bina 
Pcm rintahan Dcaa; 

o. me 'kan saran pcrtimbangan kepada atasan scbagai bahan 
peru usan kebijakan; 

p. elenggarakan koordinasi pelaksanaan kcgiatan dalam 
ngan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan 
si pclakaanaan kegiatan; 

q. rdinasikan ba.wahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 
mendukung; 

r. sun Standar Operasional Prosedur scsuru rincian tugas dan 
kan evaluasi Standar Opcr&Bional Prosedur; 

s. men elenggaraka.n monitoring, cvaluasi dan pengawasan 
penyflcnggaraan kcbijakan teknls di bidang Bina Pcmcnntahan °' . 

t. men usun laporan hasil monitoring, cvaluasi clan pengawasan 
peny lenggaraan kcbijakan tcknis di bidang Bina Pcmenntahan 
oe 

u. lenggarakan koordinas.i dan konsultasi dengan lembaga 
· tah dan non pemerintah dalam rangka penyelcngpraan 

pemerintahan bidang Pcmberdayaan Masyarakat dan Desa; 1 
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v. 
me4w 

kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara scsuai ketentuan 
Per turan Per Undang-undangan; 

w. me usun laporan haail pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
me berikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
pe musan kebijakan; dan 

x. me sanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sea ai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kcempat 
Bidang Kelemhagaan dan Sosial Budaya Masyarakat 

Pua! 9 

dan 

pembinaan, 
pelaporan 

d. 

h. 
·- 

j. 

(I) Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh 
Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masylllll.kat 
memp yai tugaa mengoord1nasikan dan melaksanakan penyusunan, 
pelak , pemantauan dan evaluaai Bidang Kelembagaan dan 
Sosial udaya Masyarakat. 

(2) Untuk elaksanakan tugaa sebagaimana dimaksud ayat (I), Kepala 
Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Maayarakat menye\enggarakan 
fungsi: 
a. pe yuaunan kebijakan teknis penyelenggaraan program dan 

kc 'atan di Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Maay&rakat; 
b. pe binaa.n, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasa.n 

p;= dan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya 
Ma yarakat; 

c. pc! sanaan monitoring, evaluasi sena pelaporan kegiatan tugas 
Bi g Kelembagaan dan Soaial Budaya Maayarakat; dan 

d. pe elenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
tu dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya 
Maay t sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. men sun rencana kegiatan Bklang Kelembagaan dan Sosial Budaya 

Mas arakat sebagai pedoman dalam pelakaanaan tugaa; 
b. men 'stribusikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas; 
c. meni,antau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup 

Din s untuk mengetahui peTkembangan pelaksanaan tugaa; 
aun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
datangani naskah dinas; 

e. 'kuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. m tau, mengawasi dan mengevaluasi peiak&anaan tugas 

dal ling.kungan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya 
Mas arakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugaa; 

sun rancangan, mengoreksi, memaral dan/atau 
daWlgani naskah dinas; 

sanakan perumusan kebijakan di Bidang Kelembagaan 
Budaya Masyarakat; 
rdinasikan dan dan melakaanakan perumusan pedoman, 

a, atandar, prosedur, dan kriteria akala kabupaten di Bidang 
bagaan dan Sosial Budaya Maayarakat; 

,l,;;;;;;inasikan dan melaksanakan fasilita3i, 
wasan, eupervrer, monitoring, evaluasi dan 
aanaan pelayanan aoaial daaar; 

k. men ina&kan dan melakaanakan fasilita.si, pembinaan, 
pen wasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan ff pe pemberdayaan adat istiadat dan budaya masyarakat; 

1 
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1 
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,. 

x. 

I. me goordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, 
aupervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pel sanaan peningkatan keseJahteraan so.ial, kesejahteraan 
kel arga, dan kesejahteraan maayarakat; 

m. me goordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, 
pen auperviai, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pe\ sanaan penguatan kelembagaan, pengemba.nga.n partiaipaai 
ma arak.at, pemberdayaan adat dan pengemba.ngan kehidupan 

budaya maayarakat; 
n. me;J;�·rthnasikan dan melaksanakan fasibtasi, pembinaan, 

wasan, eupervrsr, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
sans.an kerukunan dan ketentemman desa; 

o. me'l<oo,rdinaeikan dan melaksanakan faailitaai, pembinaan, 
pen WIUl&Jl, eupervrsr, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pet pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Desa; 

p, merlj800rdinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, 
peng&.wasan, auperviai, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pel�sanaan bimbingan teknia pada 81dang Kelembagaan dan Soaial 
Bud ya Maayruakat; 

q. me usun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan 
dan Sosw Budaya Masyarakat; 

berikan saran pertimba.ngan kepada atasan aebagai bahan 
musan kebijakan; 

sanakan koordmaai pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan 
I sehingga terwujud koordinasi, sinkroniaasi dan integrasi 

aan kegiatan; 
aun Standar Operaaional Proaedur seauai rincian tugaa dan 

ukan evaluaai Standar Operaaional Prosedur; 
u. men elenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 

pen elenggaraan kebijakan teknia di bidang Kelembagaan dan Soeial 
Bu a Maayarakat; 

·nventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 

an masalah; 
\enggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga. 
"ntah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaman 

pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Deaa. 
· kinerja Pegawai Aparatur Srpil Negara seauai ketentuan 

uran Per Undang-undangan; 
y. men sun laporan haail pelakBanaan tugaa Kepala Dinaa dan 

;;.;;,,be ; ril<an saran pertimbangan kepada Ataaa.n aebagai bahan 
usan kebijakan; dan 

aa..nakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
· dengan bidang tugaanya. 

,. 

,. 
•• 

•• 

Bagian Kelima 
Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan 

Uaaha Ekonomi Dcaa 

Paaal 10 
(1) Biclan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa. 

dipimp oleh Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan 
Use.ha Ekonomi Desa mempunyai tugaa membantu Kepala Dinaa 
dalam mengoordinaaikan dan melaksanakan Bidang Pembangunan t Sum I Daya Alam dan Uaaha Ekonomi Dess. I 
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uran Per Undang-undangan; 
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,. 

,. 
•• 

•• 

Bagian Kelima 
Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan 

Uaaha Ekonomi Dcaa 

Paaal 10 
(1) Biclan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa. 

dipimp oleh Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan 
Use.ha Ekonomi Desa mempunyai tugaa membantu Kepala Dinaa 
dalam mengoordinaaikan dan melaksanakan Bidang Pembangunan t Sum I Daya Alam dan Uaaha Ekonomi Dess. I 
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{2) Untuk mclaksanakan tugas sebe.gaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepal Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha 
Ekono i Deaa menydenggarakan fungs1: 

a. pen sunan kebijakan teknis penyelenggaraan program dan kegiatan 
di idang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Uaaha Ekonomi 
De 

b. pem inaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 
pro dan kegiatan Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan 
U Ekonomi Desa; 

c. pel monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan tugas 
Bidr.g Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa; 
dan 

d. pen elenggaraan rungsi lain yang diberikan oleh pimpinan seauai 
tu dan rungsinya. 

(JJ U · tugas Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan 
Usaha Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. men sun rencana kegiatan Sekai Sumber Daya Alam dan Usaha 
Eko omi Deaa sebaga.i pe<loman dalam pelaksanaan tugas; 

b. men istribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. me�tau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 

lin�ngan Dlnas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

'"'� · d. men sun rancangan, mengorekai, memaraf dan/etau 
men datangani naskeh dinae; 

e. men�ti rapat-rapat sesuai bidang tugaenya; 
f. me�sanakan perumusan kebijakan di Brdeng Pembangunan 

sus,ber Daye Alam dan Uaaha Ekonomi Desa; 
g. menr,,ordino.siltan dan mclaksanakan perumusan pe<loma.n, nonna, 

starlfla-r, proacdur, da.n kritcria skala kabupaten di Bidang 
Pempangunan Sumber Daya Alam dan Uaaha Ekonomi Desa; 

h. mcngoordmasikan dan meleksenakan fasilitasi, pembinaan, 
pen wasan, supervi11, monitoring, evaluaai dan pclaporan 
pel sanaan Peningkatan Uaaha Ekonomi Desa; 

i. rdinasikan dan melakaanakan feeilitaai, pembinaan, 
wasan, eupervier, monitoring. evaluasi dan pelaporan 

Tata Kelola Ekonomi Desa; 
j. inasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, 

monitonng, evaluasi dan pelaporan 
Usaha Ekonomi Dcsa dan Usaha Mikro 

Ked; 
k. menio'mlinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pcmbinaan, 

pen wasan, supcrvun, monitoring. evaluasi dan pelaporan 
pc! sanaan pemasaran dan pengembangan Jaringan Haail Ueaha 
Eko omi Masyarakat; 

I. mo Itcrtng, evaluasi dan pc\aporan pelaksanaan Pelembagasn dan 
Pen bangan Sadan Usaha Mililc Dcsa dan Sadan Usaha Milik 
De 

dan melaksanakan faailitasi, pembinaan, 
auperviai, monitoring, evaluaai clan pclaporan 

sanaa.n Usaha Ekonomi Produktif dan Pcngembangan 
K<owj=,usahaan Dcsa; 

n. me�rdinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, 
pen wasan, eupervie1, monitoring, evaluaai dan pe\aporan 
pc\ sanaan pengelolaan dan pengembangan Cadangan Pangan I Pem · tah Dea.a dan Beras Miskin; 

' ' 
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dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, 
wasan, supervter, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

Pemetaan dan Pendayagunaan Teknologi Pedesaan; 
rdinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, 

aupervtai, monitonng, evaluaei dan pelaporan 
Pcmbangunan dan Pengembangan Kawasan 

p. 

o. me·�"'rdinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pcmbinaan, 
pen wasan, eupervier, monitoring, evaluasi dan petaporan 
pela Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga; 

rdinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, 
wasan, supervis,, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

an Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi 

q. 
pe 
pe ,. men 
pen 
pel 
Pon! 

s. men dan melaksanakan fasilitasi, pcmbinaan, 
pen wasan, eupervrer, monitoring, evaluasi dan pe\aporan 
pel aan pembangunan sarana dan prasarana desa: 

L men sun Standar Operasional Proscdur scauaJ rindan tugas dan 
me! kan evaluaai Standar Opcraaional Proscdur; 

u. men elcnggarakan monitoring, cvaluasi dan pcngawasan 

Ala da.n Usaha Ekonomi Dcsa; 
v. men sun laporan basil monitoring, evaluasi da.n pcngawasan 

pen lenggaraan kebija.kan teknis di bidang Sekai Sumbcr Daya 
Ala dan Usaha Ekonomi Dcsa; 

w. · vente.risasi dan mengkaji pcrmasalahan yang berhubungan 
bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 

ahan masalah; 
x. men elenggarakan koordinaai dan konsulta& dengan lembaga 

pcm rintah dan non pcmerintah dalam rangka pcnyelenggaraan 
uru pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

y. men lai kinerja Pcgawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketentuan 
Pera uran Per Undang-undangan; 

z. men sun laporan hasil pclaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
me berikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
peru usa.n kebijakan, dan 

aa.men elenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasa.n 
aesu · dengan bidang tugasnya. 

BAB V 
ELOMPOK JABATAN F'UNGSJONAL DAN PELAKSANA 

Pasal 11 
(1) mberdayaan Masyarakat dan Dcsa dapat membentuk sejumlah 

k jabatan fungsional dan pelaksana sesuar dengan kebutuhan 
earkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) k Jabatan Fungsional clan pelaksana 11ebagaimana dimaksud 
yat (I) melaksanakan tugas sesuai dengan bldang jabatan 

fungei nal dan pelaksana maeing-maeing berdasarkan ketentuan 
peratu perundang-undangan dengan berpedoman pads pengaturan 
aistem erja.. 1 
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BABVI 
TATA KERJA 

Bagian Kess.tu 
Pelaksanaan Togas dan Fungsi 

Pasal 12 
(1) Kepal Dina" dalam melak11a.nakan tugae dan funp,inya berdeeerken 

kebij umum yang ditetapkan olch Bupati eeeuei dcngan 
keten uan peraturan perundang-undangan; 

(2) Kc Dinas, Sckretaris, Kcpala Bidang, Kepala Subbagian, Pcjabat 
Fung k>nal, dan Pelaksana dalaJn lingkup Dinas mclaksanakan tugas 
dan f ngsi scsuai dcngan kctcntuan peraturan perundang-undangan, 
serta mcncrapkan prinsip hierarki, koordinasi, kcrjasama, integraai, 
sin ni38..Si, simplifikasi, akuntabilitas, transpa.ransi, serta cfektifitas 
dan cfiaiensi, scsuai dcngan kctcntuan Peraturan Pcrundang· 
Und gan; 

(3) Ke Dtnas, Sckretaris, Kcpala Bidang, Kcpala Subbagian, dalam 
!in ngan Dinas mcngembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 

si pemcnntah/swasta tcrkait dalam rangka meningkatkan 
dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Oinas. 

Bagian Kcdua 
Pe gendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pau.1 13 
(I) Kepal Dinas, Sckretaria, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 

lingk ngan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, mclakukan 
peng dalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi 

berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 
(2) K Dinaa, Sckretaris, Kcpala Bidang, Kcpala Subbagian, Pejabat 

· nal, dan Pelaksana dalam lingkungan Oinas wajlb mernatuhi 
uk dan arahan pimpinan, aerta menyampaikan laporan secara 

dan/atau sesuai kcbutuhan secara tepat waktu kepada ata.san 
g-masing; 

(3) Dinas, Sckretaris, Kcpala Bidang, Kepala Subbagian dan dalam 
lmgk ngan Dinas mclaksanakan pengawasan scsuai dcngan 
keten uan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 
Ketentuan yang mengarur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kcdudukan, Suaunan Organiaasi, Tugas 
dan Fung · acrta Tata Kcrja Dinaa Pemberdayaan Maayarakat dan Dcaa 
(Serita D Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 57), tetap berlaku 
sampai de gan ditctapkannya peraturan bupati tentang system kerja pad.a ...... \ pemcrin 
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BABVI 
KETENnJAN PENUnJP 

Paaal 15 
Dengan lakunya Peraturan Bupati ini, Pcraturan Bupati Pinrang Nomor 
57 Tahu 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orgameasi, Togas dan 
Fungai Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Maayarakat dan Ocsa (Serita 
Daerah bupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 57), dicabut dan 
dinya tidak berlal<u. 

Pasal 16 
Peraturan upati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar ee p orang mengetahuinya, memerintJlhkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya da1am Serita Daerah 
Kabupate Pinrang. 

Ditetapkan di Pi.orang 
pada Tanggal a.; ,Ju.Lt\ I.OJ.-� 
BUPATI PINRANO 

n di Pinnmg 
� 3,iLtl � 

JS DAERAH KABUPATEN PfNRANO 

BU 
BERi D RAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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